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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) memiliki program global pada tahun 2000 

yang disebut sebagai Millenium Development Goals (MDGs), program ini secara resmi 

berakhir pada tahun 2015. Program tersebut digantikan dengan tujuan pembangunan 

berkelanjuatan atau Sustainable Develovpment Goals (TPB/SDGs) yang memiliki 

pencapaian target program pada 2030 mendatang, alasan berakhirnya MDGs dan di 

gantikan dengan SDGs adalah karena tidak tercapainya beberapa agenda pembangunan. 

Program TPB/SDGs terdiri dari 17 tujuan yakni sebagai berikut: 

Gambar 1. Tujuan SDGs 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tanpa Kemiskinan; 

2. Tanpa Kelaparan; 

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 

4. Pendidikan Berkualitas; 

5. Kesetaraan Gender; 

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak; 

7. Energi Bersih dan Terjangkau; 

8.Pekerjaan yang layak dan 

pertumbuhan ekonomi; 

9.Industri, Inovasi dan 

Infrastruktur;  

10.Berkurangnya Kesenjangan;  

11. Kota dan Permukiman yang 

Berkelanjutan;  

12.Konsumsi dan Produksi yang 

Bertanggung Jawab; 

13. Penanganan Perubahan Iklim; 

14. Ekosistem Lautan; 

15. Ekosistem Daratan; 

16.Perdamaian, Keadilan dan 

Kelembagaan yang Tangguh; 

17.Kemitraan untuk Mencapai 

Tujuan 

Pilar 

Pembangunan 

Lingkungan 

Pilar 

Pembagunan 

Ekonomi 

Pilar 

Pembangunan 

Sosial 

Pilar 

Pembangunan 

Hukum & Tata 

Kelola 

Target 

Pembangunan 

Tercapai pada 

Tahun 2030 
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Indonesia merupakan salah satu negara yang juga ikut serta dalam proses 

implementasi program SDGs. Pemerintah menetapkan Perpres tentang pembangunan 

berkelanjutan atau SDGs dengan mengintegrasikan 94 dari 169 target TPB/SDGs dalam 

RPJMN 2015-2019 dan pemerintah mengeluarkan peraturan presiden No. 59 Tahun 2017 

tentang pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Hal tersebut menunjukan 

keseriusan dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia 

(Bappenas 2017). Dalam rangka untuk mencapai TPB/SDGs di Indonesia maka 

dibutuhkan komitmen dan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari ideologi Pancasila, 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nila Pancasila 

harus disosialisasikan, dan diinternalisasikan kepada seluruh warga negara dan harus 

diprogramkan secara berkesinambungan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan 

dasar dari semua aturan hukum yang akan dibuat untuk mengatur kehidupan bernegara 

dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 

Perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia saat ini memiliki beberapa 

isu dan problem strategis yang sedang dihadapi, hal ini dapat dilihat dari survei publik 

yang dilakukan di 34 Provinsi dengan melibatkan 2.100 responden, serta survei ahli 

sebanyak 145 ahli di 11 Provinsi dan penelitian kualitatif di 7 provinsi oleh Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil yang didapatkan yakni pada Bidang politik 

partisipasi politik, kebebasan sipil dan perilaku pemilih harus diperhatikan dengan baik 

oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pada Bidang 

ekonomi pemerintah harus meningkatkan keadilan ekonomi seperti menstabilkan harga 

kebutuhan pokok, penyediaan kebutuhan air bersih, penyediaan transportasi publik, 
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peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kegiatan ekspor, serta menjaga rasio 

utang luar negeri. Pada Bidang sosial banyaknya politisasi SARA atau penyebaran ujaran 

kebencian telah menimbulakan berbagai macam sikap intoleransi di masyarakat. 

Penyebaran berita bohong (HOAX) ditengah masyarakat telah menimbulakan keresahan 

yang mengakibatkan munculnya kecurigaan dan dapat berujung pada konflik. Dampak 

dari krisis ekonomi, politik dan sosial yang tak kunjung henti menerpa bangsa Indonesia 

telah mengakibatkan munculnya konflik horizontal dan vertikal dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, ras dan agama yang sangat 

plural atau bermacam-macam, akibatnya dapat memunculkan ancaman disintegrasi 

bangsa, ancaman ini sangat berpotensi mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

Dampak krisis yang berkepanjangan ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan 

diri (self-confidience) dan rasa hormat (self-esteem) sebagai sebuah bangsa. Dampak 

Krisis ini berupa keraguan terhadap kemampuan diri sebagai bangsa untuk mengatasi 

persoalan-persoalan mendasar yang terus menerus datang tanpa henti. Apabila hal 

tersebut tidak dapat diatasi maka Indonesia akan kehilangan jati diri sebagai sebuah 

bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan struktur bangsa dan penguatan karakter 

kebangsaan yang kuat sehingga dapat menciptakan fondasi yang kokoh bagi bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan eksistensi jati diri bangsa. Untuk mencapai mencapai 

hal btersebut maka sangat diperlukan pembentukan karakter dan jati diri bangsa melalui 

peningkatan wawasan kebangsaan.  

Indeks ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan yang disajikan oleh 

kementerian dalam negeri pada tahun 2019, melibatkan 1.200 responden dengan metode 
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multistage random sampling didapati bahwa sebanyak 73,50% responden hafal pancasila 

dan sebanyak 26,50% responden tidak hafal pancasila. Hal ini menunjukan bahwa 

pengetahuan warga Negara tentang dasar negara masih belum sepenuhnya mengerti dan 

memahami makna dari Pancasila. Survei lain yang dilakukan oleh Lingkaran Survei 

Indonesia (LSI) mendapatkan hasil bahwa terjadi penurunan eksistensi Pancasila survei 

ini dilakukan setiap 5 tahun sekali yakni pada 2005 angkanya sebesar 86%, pada 2010 

mengalami penurunan sebesar 81,7% dan survey terakhir pada 2015 angkanya sebesar 

75,3%.  Adanya penurunan ini menunjukan bahwa telah terjadi pergeseran pemahaman 

kebangsaan yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor penyebab, hal ini tentunya 

sangat berbahaya dan mengancam keutuhaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). 

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan 

lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Lemhanas RI, 2005). Wawasan 

kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, 

sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita 

dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa 

menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan 

dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen 

dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan 

bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan 

masa mendatang serta berbagai potensi bangsa. Dalam Permendagri No 71 Tahun 2012 

tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan BAB I Pasal 1 ayat 10 menjelaskan 
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bahwa Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah 

suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara 

pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan 

kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Pendidikan Wawasan Kebangsaan menimbang : 

a).   Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah 

mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 

memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b). Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah 

daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu 

menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan; 

c). Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 

b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendidikan 

Wawasan Kebangsaan; 

Adapun tujuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 

pada Bab III pasal 3 Ayat (2) yaitu untuk : 

a) mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna 

pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang 

berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b) mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang 

berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia; 

c) mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan 

sesuai dengan kearifan lokal; 

d) memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK; 

e) memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah 

kebangsaan; dan 

f) membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan 

PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan. 

Adapun bentuk- bentuk kegiatan dalam pelaksanaan PWK  terdapat  pada Bab III 

Pasal 5 yaitu : 
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a) pelatihan/training of facilitator; 

b) outbound; 

c) lomba cerdas cermat; 

d) permainan; 

e) diskusi/dialog; dan 

f) seminar dan lokakarya. 

 Adapun kelompok sasaran pada penyelenggaraan kegiatan PWK terdapat pada 

Bab III pasal 4 yaitu: 

a) Organisasi Politik; 

b) Organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; 

c) Pegawai Negeri Sipil; 

d) Guru/Pendidik; dan 

e) Toko Agama/masyarakat/Adat. 

 Adapun data tentang pelaksanaan Program- program tentang wawasan 

kebangsaan di Bidang 1 yang membawahi urusan wawasan kebangsaan dan bina ideologi 

yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel pada tabel 

1 berikut ini. 

Tabel 1. Program- Program Sub Bagian Bidang Wawasan Kebangsaan 

 

No. 

 

KEGIATAN 

TAHUN 

2017 2018 2019 2020 

1. Forum Pembauran Kebangsaan 2 2 2 1 

2. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 3 3 3 1 

JUMLAH 5 5 5 2 

Sumber : Renstra Kesbangpol Prov. Sumsel 

 Peningkatan pemahaman dan pengetahuan warga negara tentang wawasan 

kebangsaan sangat penting untuk ditingkatkan. Pelaksanaan kegiatan Forum pembauran 

kebangsaan dan pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK) di provinsi sumatera 

selatan masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, karena dari keseluruhan 
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kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya berbentuk seminar atau pelatihan. Berdasarkan 

amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2012 tentang pedoman 

pembentukan pendidikan wawasan kebangsaan, bentuk kegiatan yang bisa dilakukan 

dapat berupa lomba cerdas cermat, Dialog Kebangsaan, Pelatihan, seminar/lokakarya dan 

Outbond/permainan. Mengacu pada peraturan tersebut Kesbangpol Provinsi Sumsel 

seharusnya dapat membuat kegiatan yang berbeda dan kreatif, selain itu lokasi kegiatan 

hanya dilakukan di kota Palembang dan hanya menghadirkan peserta kegiatan dari 

sekolah dan perguruan tinggi yang ada di kota Palembang. Padahal Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Sumatera Selatan menjadi penaggung jawab penyelenggaraan di 

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di tingakt provinsi. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitan yang lebih mendalam tentang 

bagaimana proses Implementasi kebijakan penyelenggaraan seminar pada program pusat 

pendidikan wawasan kebangsaan di badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Sumatera 

Selatan, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No 71 tahun 2012 tentang pedoman pembentukan pusat pendidikan wawasan 

kebangsaan. 

 Topik pendidikan wawasan kebangsaan sudah dielaborasi para peneliti Indonesia 

dengan standar dan hasil yang beragam. Riset Dwinigrum (2020) di Kota Balikpapan, 

misalnya membahas tentang faktor-faktor  yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan dengan teori Edward III. Hasilnya, proses implementasi 

dipengaruhi faktor komunikasi, sumber daya keterbatasan anggaran, disposisi/sikap 

pelaksana dan faktor struktur birokrasi. Sementara itu penelitian Hartati (2012) di 

Kabupaten Majalengka mengevaluasi pendidikan wawasan kebangsaan dengan 
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menggunakan kriteria evaluasi Dunn. Hartati (2012) menemukan bahwa program 

pendidikan wawasan kebangsaan kurang sosialisasi dan sumber daya manusia. Beberapa 

faktor penghambat implementasi pendiidkan wawasan kebangsaan yang berhasil 

diidentifikasikan penelitian sebelumnya adalah minimnya sosialisasi dan sumber daya 

manusia. (Hartati, 2012), minimnya sarana dan pra sarana (Philena, 2016), inovasi 

program dan rendahnya partisipasi generasi muda (Zulfa, 2020), dan sulitnya proses 

pendampingan.  

 Secara pedagogik metode pendidikan atau cara menanamkan wawasan 

kebangsaan yang diadopsi lembaga pendidikan juga sangat beragam, misalnya budaya 5S 

(Sutarmi, Raharjo, & Pramono, 2016), pendekatan bayani ( Rohman, 2018), dan 

pendekatan literasi digital (Melinda, Abdul, & Iswandi, 2020). Tetapi proses pendidikan 

wawasan kebangsaan membutuhkan proses waktu dan ketepatan metode serta kesesuaian 

materi yang diberikan agar nilai-nilai tersebut dapat di internalisasikan kepada siswa 

(Widisueseno & Sudarsih, 2019) dan (Windy, Armawi, & Budi, 2018). Penelitian 

Melinda, Abdul, dan Iswandi (2020) mendapatkan hasil penerapan literasi digital dalam 

peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dalam pembelajaran PPKN dapat 

dikategorikan sangat baik bagi kelompok maupun individu. Penelitian yang dilakukan 

oleh Adibakas (2019) tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Bankesbangpol kota 

Cilegon dalam pembinaan wawasan kebangsaan mendapatkan hasil belum tercapainya 

target program yang sesuai dengan perencanaan yakni salah satu kegiatan pendampingan 

yang belum terlaksana (Adibakas, 2019).  

 Dari hasil penelusuran literatur yang dilakukan peneliti terhadap penelitian 

terdahulu terdapat penelitian yang meneliti tentang program PPWK dengan 
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menggunakan teori Edward III (1980) oleh Dwiningrum (2020) di kota Balikpapan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek, bentuk 

kegiatan dan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini digunakan sebagai alat analisis 

untuk memotret implementasi program pendidikan wawasan kebangsaan yang 

dilaksanakan institusi pemerintah daerah. Penelitian ini diinisiasi untuk berkontribusi 

dalam pemahaman tentang proses pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dan 

sebagai pembaharuan dari penelitian sebelumnya.  

B. Rumusan Masalah 

 Bagaimana proses Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Seminar Wawasan 

Kebangsaan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Menganalisis proses implementasi kebijakan peyelenggaraan seminar wawasan 

kebangsaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Sealtan. 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bermanfaat yang terdiri 

dari dua yaitu, sebagai berikut : 

 1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapakan mampu memberikan pemahaman dan wawasan 

mengenai bagaimana proses implementasian kebijakan Penyelenggaraan Seminar 

Wawasan Kebangsaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera 
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Selatan dan bagi perkembagan ilmu administrasi Publik yang berkaitan dengan 

studi kajian implementasi kebijakan. 

 2. Manfaat Praktis 

  Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan Informasi bagi 

 pemerintah dan organisasi pelaksana program ini, serta menjadi bahan kajian studi 

 bagi pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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